
 

 

 

 

WALIKOTA TIDOR KEPULAUAN 

PERATURAN  WALIKOTA TIDORE  KEPULAUAN 

NOMOR         20      TAHUN 2012 

 

T E N T A N G 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

Menimbang      : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

 

Mengingat      : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana  
telah  diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun  2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
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Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore 
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4844); 
 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4502); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4540); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4574); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun 2005 tentang 

Hibah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4577); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar 
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4585); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4614); 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011; 
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22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 
 

23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor      
Tahun 2012          tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran   2011; 
 

24. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor  45 Tahun 
2010 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran   2011; 
 

25. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran   
2011. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran  Tahun Anggaran 2011  terdiri dari  : 

1. Pendapatan  
a. Pendapatan Asli Daerah    Rp      9.227.496.644,20 
b. Dana Perimbangan    Rp  391.869.539.195,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp    67.624.043.099,00 

Jumlah Pendapatan    Rp  468.721.078.938,20 

2. Belanja  
a. Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja Pegawai    Rp  199.716.081.855,00 
2) Belanja Bunga    Rp                           0,00 
3) Belanja Subsidi    Rp                           0,00 
4) Belanja Hibah    Rp      1.700.428.125,00 
5) Belanja Bantuan Sosial  Rp    10.992.075.105,02 
6) Belanja Bagi Hasil   Rp                          0,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan  Rp      4.874.644.415,00 
8) Belanja Tidak Terduga   Rp      3.777.459.820,00 

 Rp  221.060.689.320,02 

 

b. Belanja Langsung  
1) Belanja Pegawai     Rp    14.247.174.460,00 
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp    99.640.824.060,00  
3) Belanja Modal     Rp  119.153.091.737,81 
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Rp  233.041.090.257,81 

Jumlah Belanja    Rp  454.101.779.577,83 

 

Surplus                Rp     14.619.299.360,37  

    

3. Pembiayaan  
a. Penerimaan       Rp    29.965.358.717,17 
b. Pengeluaran      Rp      1.909.915.500,00 

                       Jumlah Pembiayaan Netto Rp    28.055.443.217,17 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2011  Rp 42.674.742.577,54 

Pasal  2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal  3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal  4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
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     Ditetapkan di  Tidore  

     pada tanggal  23   Juli     2012  

     

     WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,   

 

     ttd 

 

     ACHMAD MAHIFA 

Diundangkan di  Tidore  

pada tanggal 23 Juli  2012 

     

SEKRETARIS DAERAH  

KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

ttd 

 

ANSAR HUSEN 

 

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012   NOMOR   225 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

ttd 

 

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si 

PEMBINA  TK. I 

NIP. 19660110 199211 2 001 
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